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BUPATI  PONTIANAK
PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 17  TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu diatur Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah beberapa kali  terakhir  dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor  126,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah
diubah  dengan Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2000,
(Lembnran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000
Nomoi 1 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoi  J87);

4,  Undn ^-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



5. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor  125,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12
Tahun  2008  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor  130,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10.Peraturan Pemerintah Nomir 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 135, Tambalran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4049);
11.Peraturan Pemeririitah  Nomor 58  Tahun 2005  tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik It donesia Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerntah Nomor 79  Tahun 2005  tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor  165,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indone sia Nomor 4593);

13.Peraturan Pemcriniah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Y,mg Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Diibaya.  Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara  Repubiik  J donesia  Tahun  2010  Nomor  153,
Tambahan  Lerr'>aiaii  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 5179);
14.Peraturan Mentt;  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Vngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah be!* rapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Noi nor 21 Tahun 20011);

15.Peraturan Daerah <nbupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pembcs  a.  i  dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupa .en 1 .utianak (Lembaran Daerah Tahun 2010

Nomor 1);



16.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5).

17.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 6).

18.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 7).

19.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 8).

20.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010
tentang  Pajak  Penerangan  Jalan  (Lembaran  Daerah
Tahun 2010 Nomor 10).

21.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9).

22.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG TATA CARA
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak.

2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah
Bupati Pontianak dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pontianak.

4. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disebut DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pontianak.

5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh osang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undanj.;,  dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan uutuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

7. Wajib Pajak adalah  .i.j.ng pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, r1 .>i pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan

Derpajakan daerah.



8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha raaupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontxak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

10. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Dinas
Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang diberikan kewenangan
melaksanakan pemungutan pajak.

11. Pemeriksaan Lapangan adalah  pemeriksaan yang dilakukan di tempat
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal
Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang

ditunjuk.

12. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati, yang diberi tugas, wewenang dan
tanggungjawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

13. Surat  Perintah Pemeriksaan adalah surat  perintah untuk melakukan
Pemeriksaan dalam rangka menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

14. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.

15. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik,
yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan
disimpan dalam disket, flash disk, compact disk, tape backup, hard disk, atau
media penyimpanan elektronik lainnya.

16. ayegelan adalah tindnL. i  menempelkan kertas segel  dalam rangka
cmeriksaan pada ten1  ; atau ruangan tertentu serta barang bergerak

<  n/atau tidak b<r  ...  yang digunakan atau patut diduga digunakan
s  igai  tempat ai..  iat untuk menyimpan buku, catatan,  dokumen
Un  suk data yaiv  ..,.,-lola secara elektronik dan bendabenda lain, yang

da,  mcmberi pc>  ..,< tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau

sui*  rpengii.- @ <> jib Pajak yang diperiksa.

17. Surat Pt inherit;*; n Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang
hasil f ruorik1 ring meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar
koreksi,  pes i sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak
kep? a V. aji' *ntuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

18. Peniba.Ld.sar >.r  Hasil  Pemeriksaan  (Closing  Conference)  adalah

pemba  isa sa  Wajib  Pajak  dan Pemeriksa Pajak atas  temuan
Pcmer  iar;  , 'uisilnvM ditnnngkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir
Ha îl Pemefiksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi
tootnek*! balk vane disctutui raaupun yang tidak disetujui.



19. Tim Pembahas adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendapatan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang bertugas untuk membahas
perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak pada saat
dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

20. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat
oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data,
keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan
dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

21. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan
dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan
jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

22. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak
untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak yang telah diperiksa pada
pemeriksaan sebelumnya.

23. Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah jangka waktu
yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak untuk melakukan Pembahasan Akhir
Hasil  Pemeriksaan dengan Wajib  Pajak yang dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak
sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir

Hasil Pemeriksaan.

24. Kuisioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan
yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan.

25. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana di bidang perpajakan.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang

terutang.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus

dibayar.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat  SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

BAB II
TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

(1) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain  dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Bupati  melimpahkan kewenangannya kepada Kepala  DPPKAD untuk
melakukan Pemeriksaan Pajak Daerah dalam rangka menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB III
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 3

Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis
pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun
oaiak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

BAB IV
BENTUK PEMERIKSAAN

Pasal 4

(1) Bentuk pemeriksaan pajak terdiri dari:
a.Pemeriksaan lengkap; dan
b.Pemeriksaan sederhana.

(2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ay at (1) huruf a, dilakukan
di tempat Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan
dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

(3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat
dilakukan di Kantor dan di lapangan, meliputi jenis pajak tertentu untuk
tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan
dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;

BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemeriksaan

Pasal 5

(1) Pemeriksaan harus dilakukan dalam hal terjadi tidak atau kurang bayar oleh
Wajib Pajak atau Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

(2) Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak :
a.menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
b.menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;
c. tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka

waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
d.melakukan penggabungan, pcleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran,

atau akan meninggalkan daerah dan/atau Indonesia untuk selama-
lamanya; atau

e. menyampaikan SPTPD yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil
analisis resiko diindikasika 11 adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak
yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.



Pasal 6

(1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf a, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan
Lapangan.

(2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.

(3) Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi khusus yang
berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan
Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 7

(1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung
sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka
Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)
bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang
dihitung sejak t.mggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal

Laporan Hasil Prn.rriksaan.

(3) Jika dalam Pemmksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus yang
berindikasi adauv.t rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian
yang lebih meni lam serta memerlukan waktu yang lebih lama. Pemeriksaan
Lapangan dilak  uakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(4) Apabila pcnieriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1),  maka jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana
dimakiad pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus memperhatikan jangka
waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Bagiasi Ketiga

Standar Pemeriksaan

Pasal 8

(1) Peuicr .saan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus dilaksanakan
sesuai lengan standar pemeriksaan.

(2) Stand;  pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi standar
urnuir,  st-^'Tinr pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan hasil

perr ^.iksaj

Pasal 9

p|  SBaawJar uraum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),
merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan
Pemeriksa Paiak dan mutu pekerjaannya.



(2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
danat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),

yaitu:
a. pelaksanaan pemeriksaan haras didahului dengan persiapan yang baik, sesuai

dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama;
b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus

dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan,
konfirmasi,  teknik  sampling  dan pengujian lainnya berkenaan dengan

pemeriksaan;
c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
d. pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang

supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim;
e. Tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu oleh

seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan
Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), baik yang
berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari di luar
lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Bupati sebagai tenaga
ahli seperti penterjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi dan

pengacara;
f. apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan

instansi terkait;
g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di DPPKAD, tempat kegiatan usaha Wajib

Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh

Pemeriksa Pajak;
h.  Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat

dilanjutkan di luar jam kerja;
i.  pelaksan.s an pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja

Pemeriksaan;
j.  Laporan Ha,-.;  Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD

dan/aLau STJ'i >.

Pasal 11

itan pemeriksaa  uiokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan
gaiuiaiia dimai  dalam Pasal 10 huruf i, dengan memperhatikan hal-hal
gi i @ i ierik\it:
.  las Keija iksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi

@agai:

bukti b.i neriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan
)enierD'
>ahan < idakukan Pembahasan Akhir Hasil Peraeriksaan dengan
/ajib P; i ;genai temuan pemeriksaan;

3. asar p< <n Laporan Hasil Pemeriksaan;
4. ambr -m informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding

yaJig diajukan oleh Wajib Pajak; dan
5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

Kegiatan
sebagain
sebagn i
a.

3.

4.

pemeriksaa
laiia dimai

lerik'dt:

lasKerja
agai:

buktib.i
)enierD'
>ahan <,

/ajibPa
asarp<
umbr



b.  Kertas Kerja Pemeriksaan harus meraDeriKan gtuuuaiaii yx^^&^^^ .
1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
2. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;

3. pengujian yang telah dilakukan; dan
4. kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan

@ -1 @ @ --. r~* *1

rasa* i*.

Standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (2), yaitu :a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, merauat ruang
lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan,
memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat
tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang

terkait dengan Pemeriksaan;
b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan antara lain mengenai:
1. Penugasan Pemeriksaan;
2. Identitas Wajib Pajak;
3. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
4. Pemenuhan kewajiban perpajakan;
5. Data/informasi yang tersedia;
6. Buku dan dokumen yang dipinjam;
7. Materi yang diperiksa;
8. Uraian hasil pemeriksaan;
9. Ikhtisar hasil pemeriksaan;
lO.Penghitungan pajak terutang;

ttagian rveeiujiai.

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Pasal 13

(1)  Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,

Tim Pemeriksa Pajak wajib :
a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan

pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak;
d. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib

Pajak;e. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;

f. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan;g. mengembalikan buku atau catatan,  dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari
Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil

Pemeriksaan; dan
h.  merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka



(2)  Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Tim
Pemeriksa Pajak wajib :
a. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak pada

saat pemeriksaan;
b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang

akan diperiksa;
c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak;
d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
e. melakukan Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan apabila Wajib Pajak

hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan;
f. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

g. mengembalikan buku atau catatan,  dokumen yang menjadi  dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari
Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan; dan

h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
pemeriksaan.

Pasal 14

(1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
Tim Pemeriksa Pajak berwenang :
a. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi

dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau
objek yang terutang pajak;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau

tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk
menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat
memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha
Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan, antara lain berupa :
1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak

apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik
memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;

2. memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang
bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan
Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat
banyak sehingga sulit untuk dibawa ke DPPKAD;

e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak
dan/atau tidak bergerak;

f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga

yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Tim
Pemeriksa Pajak berwenang :
a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke DPPKAD dengan menggunakan

surat panggilan;



b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain tennasuk data yang
dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik

melalui Wajib Pajak; dan
f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga

vang memrjunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib

Pajak berhak :
a. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda

Pengenal Pemeriksa Pajak;
b. mem; -ta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan

secai;i tcrtulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
c. rru r .at.i kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan

f  . ng alasan dan tujuan pemeriksaan;
d. ineiumta kepada Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Surat Tugas;
e. mer . ima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
f. me>  iiadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu

y;n  ielahditen'  i;
g. iim u^ajukan pen.  onan untuk dilakukan pembahasan,  dalam hal

teidapat perbcf)  pendapat anlara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa
Pajak dalam Pen.'  i tsan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan

1).  memberikan p<  . .it atau , : nilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh
Tin) Pemeriksii i . ,<k melalui j-cngisian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

(2) Dalam pelaksa'  @< pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib

Pajak berhak :
a. meminta k< , Tim Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda

Pengenal P< ,i.,a. Pajak;
b. meminta 1 @*.  Tim Pemerik;sa Pajak untuk memberikan penjelasan

ten tang ai-@ <>m tujuan pemeriksaan;
c. meminta kv. a Tim Pemeriksa I'ajak untuk memperlihatkan Surat Tugas;
d. menerima 8 @ Pemberitahuan Fiasil Pemeriksaan;
e. menghadiri ahasan Akhir lllasil Pemeriksaan dalam jangka waktu

yang telah <- ,kan;
f. mengajuk; rmohonan ivntnV  dilakukan pembahasan,  dalam hal

tcrdapat p an mendapit aj tara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa
Pajak dalr- .; bahasan Akhir  asil Pemeriksaan; dan

g. iiH;j;i:>erik ipat atai\ pen uan atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh

Tim Feme i .  melalu  en^isian formulir Kuesioner Pemeriksaan.

Pasai i6

\ j  Dafecnj pelaksanaan Pemeriksaan  @@ngan jcnis Pemeriksaan Lapangan, Wajib

Paiak iberkewaiiban :



a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib
Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data
yang dikelola secara elektronik;

c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau
ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut
diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,  dokumen lain,  uang,
dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak
serta meminjamkannya kepada Tim Pemeriksa Pajak;

d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan; dan
f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

(2)  Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib

Pajak berkewajiban :
a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan

waktu yang ditentukan;
b. memperlihatkan u.ai/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjac!; dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain
termasuV  .. yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan
pa jThasiiau yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau objek yang

teru <  ig pajak;
c. me;  -ri bant ii n; guna kelancaran pemeriksaan;

d. meii ampai'  i; tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil

PemeT ksu<<
e. mem y'ar xrtas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik;

dar
f. rr  aberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Bagian Keenam

iy in.i;;  u Dokumen

I aal 17

(1)  1 >;uam h.  }  meriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan :
a. buku, calatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik

seria xteran^an lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat
pelal .aiician pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu
juga Ian Tim pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.

b. (i.il:  hal bnku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara
cie ;i.. ii! @ @ .  kcterangan  lain  yang  diperlukan  dan  belum

d4 e@ .id . ;.,,in pada saat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana

< <x  vSIj uuruf a, Tini Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan
>ei  ijar;

r  )ul.i  ca dokumen, tci aasuk data yang dikelola secara elektronik
@erti  kei lain sel;  ini iiia dimaksud pada huruf b,  wajib
Usf  Jik. un Penit  i'ajak paling lama 1 (satu) bulan sejak
*ir  perw .utaan pcuiinjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan

ikqpj. 4a Wajib Pajak.



(2) DaJam hal PemerLksaan dilaksanakan dengan Pemertksaan Kantor :
a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik

serta keterangan lain yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa Pajak, harus
dicantumkan pada surat panggilan.

b. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik
serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a,  wajib
dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Tim
Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman.

c. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada
saat Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf
b, Tim Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman.

d. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik
serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c,  wajib
diserahkan kepada Tim Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak
surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memuat
permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.

(3) Apabila buku,  catatan,  dokumen,  termasuk data yang dikelola secara
elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 1 (satu)
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d,
belum terlampaui, Tim Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan
sprara terfulis naline banvak 2 (dua) kali.

I  sal 18

(1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola
secara elektronik serta ketei a ngan lain dari Wajib Pajak, Tim Pemeriksa Pajak

harus membuat bukti peminjaman.

(2) Jika buku, catatan dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau
data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus
membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola
secara elektronik yang dipinjamkan kepada Tim Pemeriksa Pajak adalah

sesuai dengan aslinya.

(3) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf c atau ay at (2) huruf d, terlampaui dan surat permintaan
peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b atau ayat
(2) huruf c, tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Tim Pemeriksa Pajak
hflms membuat berita acara meneenai hal tersebut.

(4)  Jika buku, catatan, dokumen, termas-.uk data yang dikeioia secara eieKtroniK
serta keterangan lain perlu dilmdungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat
mengajukan permintaan agar pcluls >anaan Pemeriksaan dapat dilakukan di
tpmrat Waiih Paiak denean menvecli.> kan ruangan khusus.

P.isal 19

Dalam hal pemeriksaan dilakukan tei ladnp Wajib Pajak yang melakukan kegiatan
usaha Wajib Pajak tidak memenuhi s(  agun atau seluruh pennintaan peminjaman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I a vat (3) sehingga besarnya pajak terutang
tidak dapat dihitung, Tim Pemeriksa Pajak dapat menghitung pajak terutang secara
iflhntan sfsuai danean ketentuan oeraturau perundang-undangan.



Bagian Ketujuh

Penolakan Pemeriksaan

Pasal 20

(1) Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  16,  maka Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan
penolakan pemeriksaan.

(2) Jika Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ay at (1), Tim Pemeriksa Pajak
membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim

Pemeriksa Pajak.

(3) Jika Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Tim Pemeriksa Pajak dalam
rangka Pemeriksaan Kantor, Tim Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak
dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh Wajib Pajak.

(4) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak ada di

tempat, maka :
a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat

dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk
hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan
ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya;

b. untuk  keperluan  pengamanan  pemeriksaan,  sebelum  dilakukan
penundaan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
Tim PemeriksaPajak dapat melakukan penyegelan;

c. apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan
penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak tetap tidak
ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu
meminta wakil atau kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan untuk
mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan;

d. dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, menolak untuk membantu
kelancaran pemeriksaan, wakil atau kuasa Wajib Pajak tersebut harus
menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran

pemeriksaan;
e. dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak untuk menandatangani

surat  pernyataan  penolakan  membantu  kelancaran  pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Pemeriksa Pajak membuat
berita  acara  penolakan  membantu  kelancaran  pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Pemeriksa. Pajak.

(5) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), atau berita acara penolakan Posts iiksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2),  atau berita  acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat pernyataan penolakan
membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf d, atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada a> @*  (4) huruf e, dapat dijadikan dasar untuk
penetapan  pajak  secara  jabai in  atau  diusulkan  Pemeriksaan  Bukti

PprmnlQQn



Bagian Kedelapan

Penyegelan

Pasal 21

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak :
a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu

serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

b. tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa
tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara
elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Bagian Kesembilan

Penjelasan Wajib Pajak dan Pihak Ketiga

Pasal 22

(1) Tim Pemeriksa Pajak dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang
berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak
kepada pihak ketiga.

(2) Jika pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terikat oleh kewajiban
untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh
permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

(3) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak

yang berwenang.

(4) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipenuhi
oleh pihak ketiga,  Tim Pemeriksa Pajak segera menyampaikan Surat

Peringatan I.

(5) Jika Surat Peringatan I tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak
segera menyampaikan Surat Peringatan II.

(6) Jika Surat Peringatan II tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa
Pajak segera membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan
atau bukti dari pihak ketiga.

Bagian Kesepuluh

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 23

(1) Hasil  Pemeriksaan haras diberitahukan kepada Wajib  Pajak  dengan
memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.

(2) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),  tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.



(3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemtriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
beserta lampirannya disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui kurir,
fakdfflOi, pos atau jaia pengirimaa lainnya.

(4) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan
Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhlr Hasil

Pemeriksaan paling lama:
a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima

oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor;
b. 7 (tujuh) hari keija sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapaagan.

Pasal 24

(1) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4),
Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi
tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam
Pembahasan  Akhir  Hasil  Pemeriksaan,  maka Tim  Pemeriksa  Pajak
menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk membuat
risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

(2) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4),
Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasli pemeriksaan yang berisi
tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat
tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan
berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

(3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4),
Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi
tentang ketidaksetujuan ....u> sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan
hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak
mcnggunakan su  tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk melakukan
pemhahasau akhi: ;an Wajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan
<!  an risalah yx  hasan dan berita acara Pembahasan Akhif Hasil
1  teriksaan, yarv  @ i tdatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

(4) Jik . dalam jan^'  waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4),
Wajib Pajak mpaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yafig berisi
i'-numg ketid,  juan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan namun
i.  c hadir  iraibahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak
mcnggunakan ? tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk membuat
riiialab pcittbai..>->.wi dan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam
Pemba .asan Akhir  Hasil  Pc:  riksaan,  yang ditandatangani  oleh Tim

Pemcri sa 1'ujak.

(5) Jika d  m iangka waktu sebarairaana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4),
Wajib ;  jaL tidak menyampaik  @  surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan
tidak h  ir dalam Pembahasan A^.iir Hasil Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa
Pajak  oD'-'uat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan
Akhir  asi i 'cmeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

(6) Jika V  ji  Pajak tidak h.idir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan
Tim I  d i iksa Pajak telah membuat dan menandatangani berita acara
ketidtt' biuliran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
s*fet 3 nftana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) atau ayat (5), Pembahasan
AVViir iTnsii Pemeriksaan dianeean telah dilaksanakan.



(7) Jika Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) atau ayat (3), Tim
Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita
acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(8) Jika terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa
Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat
mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut dibahas lebih dahulu.

(9) Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah pembahasan yang merupakan
bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan.

(10) Jangka Waktu Pembahasan Akhir  Hasil  Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.

(11) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil  Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan
T.flr>flnpan harus diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan

Pasal 25

(1) Risalah petnbaJiasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.

(2) Pajak yang terutang dalam suiat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak
dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali :
a. apabila Wajib Pajak tidak nadir  dalam pembahasan akhir tetapi

menyampaikan i uiggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) atau ayat (4), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil
pemeriksa; i  yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan
memperhaukan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak;

b. apai  a Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak
men.,  rapaikan tanggapan +ortulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayal (5), Pajak yang teru. ,.ig dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang
iHuh Hihpritahukan kenada Waiib Pajak.

Bagian Kesebelas

Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 26

(1) @ Pem< ,n atau SKPD dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan
tanpa  lenya.upaian  Surat  Pemberitahuan  Hasil  Pemeriksaan  atau
Pemba!  an Akhir Hasil Pemeriksa.in, dapat dibatalkan secara jabatan atau
berdas  an permohonan Wajib Pajak kepada Kepala DPPKAD.

(2) Jika dila'ukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses
P( n  a: tan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian
Siii a T\ iaberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan Akhir Hasil

Peiaeri saan.

(3) Jika  jembatalan  dilakukan karena pemeriksaan  dilaksanakan  tanpa
penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Hasil  Pemeriksaan,  berdasarkan
keputusan pembatalan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak melanjutkan
pemeriksaan dengan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
dan melakukan pembahasan akhir dengan prosedur sebagaimana dimaksud
'Inlnm Ooool QA. Han Pasal 0F



Bagian Keduabelas

Pengungkapan Wajib Pajak dalam Laporan
Tersendiri selama Pemeriksaan

Pasal 27

(1) Jika Tim Pemeriksa Pajak telah melakukan Pemeriksaan dan Kepala DPPKA
belum menerbitkan SKPD, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat
mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian
SPTPD yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan
pemeriksaan tetap dilanjutkan.

(2) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ay at (1), hanya dapat dilakukan sebelum
Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

(3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ay at (1), oleh Tim Pemeriksa Pajak
diperlakukan sebagai tambahan informasi atau data dan menjadi bahan
pertimbangan bagi Tim Pemeriksa Pajak sebelum menyampaikan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Bagian Ketiga belas

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pasal 28

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5,  dapat diusulkan

Pemerik ian Bukti Permulaan apabila :
a. pad.i saai pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak

pidana ds itidang perpajakan;
b. Wajib Pa;..!. menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak memenuhi

panggilan  Pemeriksaan  Kantor,  menolak  membantu  kelancaran
pemeriksa.i; sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan terhadap Wajib
Pajak terse  : i tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan.

(2) Jika pemeriks, n yang dilakukan merupakan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dala: 'asal 5 ayat (1), usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus
memperhatikaji ngka waktu penyelesaian permohonan pengembalian
k c lebihan pemb . ran pajak.

(.''..  Jika usulan Pc.  ksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disetujui, p<  inaan pemeriksaan dihentikan dengan membuat Laporan
Hasil Pemeril sumir, kecuali usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
terkait deng- i naohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
penyelesaian .saan ditangguhkan sampai dengan :
n.  I'emeriks;; .-.Li Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan

penyidikar
penyidika. itikan dan tidak dilakukan penuntutan dalam hal tidak
terdapat < -ukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
lidana ^rpajakan, atau karena peristiwanya telah kadaluwarsa,
atau U-rsangka meninggal dunia;

c. diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan
Vmknm.



Pasal 29

(1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ay at
(3), dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
apabila :
a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
b. penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan dalam hal tidak

terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana di  bidang perpajakan,  atau  penyidikan dihentikan karena
peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia;

c. diterima putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum.

(2) Jika pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka
waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempatbelas

Pemeriksaan Ulang

Pasal 30

(1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau
persetujuan Kepala DPPKAD.

(2) Perintah. atau persetujuan Kepala DPPKAD untuk melaksanakan Pemeriksaan
Ulang dapat diberikan :
a. apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap;

atau
b. berdasarkan pertimbangan Kepala DPPKAD.

(3) Penerbitan  SKPDKBT  harus  didahului  dengan  Pemeriksaan  Ulang
sebagaimana dimaksud pada ay at (1),  dalam hal sebelumnya terhadap
kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan SKPD berdasarkan hasil
Pemeriksaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini m ;.ii berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang  ngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan p<  aipatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan diM npmb Ditetapkan ii Mempawah
Pl̂ .PSE ÊTrRISgDA RAĤ i: T1ANAK Pada ^^ *' ' 2014

IRMAN fifl!01"3*-

BUPATI PONTIANAK,

@Wlu

BERITA DAERAH KABUPATEN P0NT1ANAK RIA JlORSAN
TAHUN ..r?.̂ .... NOW1OR ...V2.. |


